
 

 
 

 

 

 

  

Tanah merupakan salah satu aset yang memiliki nilai ekonomi, sosial, 

dan budaya yang tinggi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring 

dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi, 

kepemilikan dan penguasaan tanah menjadi semakin kompleks. Salah satu 

permasalahan yang sering muncul dalam aspek pertanahan adalah terjadinya 

sertifikat ganda atas hak milik tanah. Fenomena ini menjadi isu serius dalam 

hukum agraria, karena dapat menimbulkan konflik antara individu maupun 

kelompok yang mengklaim hak atas tanah yang sama.1 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanah dapat 

diartikan sebagai bagian permukaan bumi atau lapisan paling atas dari bumi; 

kondisi bumi di suatu wilayah; permukaan bumi yang memiliki batas tertentu; 

serta material yang berasal dari bumi, seperti pasir, batu cadas, dan lainnya.2 

Sementara itu, dalam perspektif yuridis, tanah merujuk pada hak atas tanah 

yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh individu, baik Warga Negara Indonesia 

maupun orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Selain itu, tanah 

juga dapat dikuasai oleh badan hukum, baik yang bersifat privat maupun 

publik, termasuk badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang 

memiliki perwakilan di Indonesia.3 

Sertifikat ganda adalah kondisi di mana terdapat lebih dari satu 

sertifikat kepemilikan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) atau instansi terkait untuk bidang tanah yang sama. Penyebab utama 

dari permasalahan ini beragam, mulai dari kesalahan administrasi dalam 

proses sertifikasi, kurangnya sistem verifikasi yang kuat, hingga praktik 
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korupsi dan pemalsuan dokumen tanah. Persoalan ini tidak hanya berdampak 

pada individu yang merasa dirugikan, tetapi juga pada stabilitas sosial dan 

ekonomi masyarakat. 

Dalam konteks pertanahan, tanah merupakan bagian dari permukaan 

bumi yang berbentuk daratan dan menjadi tempat bagi manusia untuk tinggal, 

bekerja, serta melakukan berbagai aktivitas guna mempertahankan 

kehidupannya. Selain itu, tanah memiliki peran penting sebagai wilayah 

tempat suatu negara berdiri dalam rangka melindungi dan mengayomi 

rakyatnya. Melalui pemanfaatan tanah yang dikelola oleh pemerintah, tujuan 

utama suatu negara, yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan 

masyarakat, dapat tercapai.4 

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 

33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa: 

"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang 

penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia, harus 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." 

Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional dalam pembentukan 

politik hukum agraria nasional, yang mengamanatkan kepada negara untuk 

memastikan bahwa setiap kebijakan dan regulasi di bidang agraria, khususnya 

pertanahan, bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Dengan dasar 

hukum tersebut, negara memiliki kewenangan dalam mengatur berbagai 

aspek penyelenggaraan pertanahan di Indonesia melalui perumusan berbagai 

peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, negara bertanggung jawab 

dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat 

memperoleh hak-hak yang mendukung kesejahteraan hidup mereka di tanah 

air.5 
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Dalam konteks sosial, sengketa sertifikat ganda dapat mengakibatkan 

konflik berkepanjangan antarwarga, bahkan berujung pada tindakan 

kekerasan. Di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bandung, permasalahan 

ini telah menimbulkan berbagai kasus sengketa yang sulit diselesaikan karena 

melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang saling bertentangan.6 

Ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa ini juga berkontribusi 

terhadap rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan 

lembaga pertanahan. 

Dari aspek hukum, permasalahan sertifikat ganda seharusnya dapat 

diselesaikan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA bertujuan 

untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum terkait hak atas tanah, 

namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam 

implementasi di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah tumpang tindih 

regulasi dan lemahnya pengawasan dalam proses penerbitan sertifikat tanah. 

Di Indonesia, upaya untuk mengatur dan menertibkan permasalahan 

pertanahan telah diwujudkan melalui penerbitan peraturan hukum, yaitu 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, 

yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). 

Undang-undang ini berperan sebagai dasar hukum dalam pengaturan agraria 

nasional, khususnya di bidang pertanahan. Di dalamnya, terdapat ketentuan-

ketentuan mendasar yang mengatur hak dan kewajiban bagi pemegang hak 

atas tanah guna menciptakan ketertiban hukum dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan tanah di Indonesia.7 

Pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan 

langkah strategis dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, ketertiban, 

serta kesejahteraan bagi masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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dalam hal pengaturan pertanahan. Adapun tujuan utama dari pembentukan 

UUPA adalah untuk menetapkan landasan dalam menciptakan kesatuan 

hukum pertanahan serta memberikan kepastian hukum terkait hak-hak atas 

tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.8 

Untuk mencapai tujuan dari pembentukan UUPA tersebut, pemerintah 

menyelenggarakan pendaftaran tanah, dan secara tegas diatur dalam Pasal 19 

ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa:  

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Untuk memperoleh jaminan kepastian hukum serta kepastian hak atas 

tanah, masyarakat perlu melakukan pendaftaran tanah agar dapat memperoleh 

sertifikat hak atas tanah. Sertifikat ini berfungsi sebagai alat bukti yang kuat 

dalam membuktikan kepemilikan hak atas tanah. Hal ini sejalan dengan Pasal 

19 ayat (2) huruf c UUPA, yang menyatakan bahwa hasil dari kegiatan 

pendaftaran tanah adalah penerbitan surat tanda bukti hak, yang memiliki 

kekuatan sebagai alat pembuktian yang sah.9 

Kemudian pada pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa:  

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di 

dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data 

 

Dari peraturan tersebut di atas maka pemerintah diwajibkan 

melakukan kegiatan pendaftaran terhadap seluruh bidang tanah di wilayah 

Indonesia, dan produk yang dihasilkan dari proses pendaftaran tanah adalah 

sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat. 
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Indonesia menerapkan sistem publikasi negatif dalam pendaftaran 

tanah, di mana "Pendaftaran tidak menjamin bahwa nama yang terdaftar 

dalam buku tanah dapat dibantah sekalipun ia beritikad baik, hak tidak bisa 

dibantah kalau nama orang yang terdaftar adalah justru pemilik yang 

sebenarnya daripada tanah tersebut." Oleh karena itu, dalam sistem ini, 

jaminan perlindungan bagi pihak ketiga tidak bersifat mutlak. Sertifikat yang 

diterbitkan dalam sistem publikasi negatif berfungsi sebagai tanda bukti hak 

atas tanah yang kuat, yang berarti bahwa seluruh informasi yang tercantum di 

dalamnya memiliki kekuatan hukum dan harus dianggap benar oleh hakim, 

kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain. Namun, jika di 

kemudian hari ditemukan bahwa informasi dalam sertifikat tersebut tidak 

akurat, maka berdasarkan putusan hakim pengadilan negeri, sertifikat dapat 

mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan.10 

Penjelasan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 

menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengajukan tuntutan atas tanah 

yang telah bersertifikat atas nama individu atau badan hukum jika dalam 

kurun waktu lima tahun sejak sertifikat diterbitkan tidak ada gugatan yang 

diajukan terhadapnya. Namun, meskipun sistem pendaftaran tanah yang 

dianut dalam UUPA telah diterapkan, masih terdapat kemungkinan 

munculnya sertifikat ganda akibat kelemahan dalam sistem publikasi negatif. 

Salah satu kelemahan sistem negatif dalam pendaftaran tanah adalah 

bahwa sertipikat tanah dan dokumen pendaftaran tanah belum sepenuhnya 

memberikan jaminan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena informasi 

dalam dokumen tersebut masih dapat dibantah dengan alat bukti lain, 

sehingga pencantuman nama dalam buku tanah tidak secara mutlak menjamin 

kepemilikan yang sah. Selain itu, petugas pendaftaran tanah bersifat pasif 

dalam menjalankan tugasnya, yang berarti mereka tidak secara mendalam 

menyelidiki status dan kondisi hukum tanah yang didaftarkan. 
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Atas dasar itu, menurut ketentuan di atas masih ada kesempatan lima 

tahun ke depan bagi pihak lain untuk mengajukan gugatan atas keluarnya 

sertifikat pertama. Ini berarti bahwa ada kemungkinan untuk melakukan 

pendaftaran kembali (pendaftaran kedua kalinya) terhadap objek yang sama, 

dan kemudian dibuatkan sertifikat baru terhadap tanah yang sudah punya 

sertifikat yang sah.11 

Sengketa tanah merupakan permasalahan perdata yang kerap terjadi di 

tengah masyarakat. Di Kabupaten Bandung sendiri, berdasarkan hasil 

wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Pengendalian dan Penyelesaian 

Sengketa Bapak Aria Wijaya dan Kasubsi Pengendalian Pertanahan Bapak 

Farian Aditya, diketahui bahwa berbagai sengketa pertanahan terjadi di 

wilayah ini. Beberapa di antaranya berkaitan dengan ganti rugi proyek Tol 

Soroja, pembangunan Bendungan Cikalong, serta sengketa batas tanah antar 

warga.12 Dalam upaya penyelesaian konflik tersebut, BPN turut berperan 

melalui mekanisme mediasi. Sebagai salah satu lembaga alternatif 

penyelesaian sengketa pertanahan, diharapkan peran BPN dapat membantu 

mengurangi penumpukan perkara yang masuk ke pengadilan. 

Di dalam sistem hukum nasional, dikenal penyelesaian sengketa 

melalui lembaga di luar peradilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa adalah melalui upaya 

mediasi. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa menawarkan cara 

penyelesaian sengketa yang khas. Karena prosesnya yang sederhana, 

sehingga waktunya singkat dan biaya dapat ditekan.13 

Berikut di bawah ini, Data Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan 

Nasional Kabupaten Bandung Tahun 2022 sampai tahun 2024 terdapat 33 
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(Tiga puluh tiga) sengketa pertanahan yang masuk ke BPN Kabupaten 

Sumedang untuk diselesaikan secara mediasi.14 
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Fenomena ini menarik untuk dikaji karena sengketa tanah tidak hanya 

marak terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga di daerah pedesaan. 

Penyelesaian sengketa tanah tidak hanya menjadi ranah peradilan, tetapi juga 

ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui mekanisme 

mediasi. Mediasi yang dilakukan oleh BPN bertujuan untuk meningkatkan 

kemungkinan tercapainya kesepakatan damai antara para pihak yang 

bersengketa, terutama dalam perkara pertanahan. Selain itu, mediasi juga 

berfungsi untuk menekan jumlah perkara pertanahan yang diajukan ke 

Pengadilan Negeri serta mendorong penyelesaian konflik secara 

kekeluargaan. 

Pada dasarnya, mediasi yang dilakukan oleh BPN bertujuan untuk 

meningkatkan kemungkinan tercapainya kesepakatan damai antara pihak-

pihak yang bersengketa, khususnya dalam kasus kepemilikan tanah dengan 

sertifikat ganda. Pelaksanaan mediasi ini diharapkan dapat menjadi sarana 

penyelesaian secara kekeluargaan serta membantu mengurangi jumlah 

perkara pertanahan yang diajukan ke Pengadilan Negeri. 

Namun, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa kepemilikan tanah 

dengan sertifikat ganda melalui mediasi masih belum mencapai hasil yang 
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optimal. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan ketentuan mediasi di BPN 

yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk 

membahasnya dalam bentuk Skripsi, yang penulis beri judul 
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